
                
 
 
                                   

 
 

WALIKOTA BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 84 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BLITAR, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) 

dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

Tahun 2018 tentang mengembangkan dan menerapkan 

kebijakan akuntansi  Badan Layanan Umum Daerah ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tetang 

Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar. 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
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  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar 

(Lembaran Negara Tahun 1982 nomor 75, Tambahan Lembaran 
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Negara Nomor 3243); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang 

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD; 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/Menkes/SK/XII/ 

2010 tentang Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit; 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157) ; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A) ; 

20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir Peraturan Walikota Blitar Nomor 

16 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Blitar; 

21. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/154/HK/422. 

0102/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi 

Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah. 

 
 

 
Menetapkan 

 
 

 
: 

 
 

 
 

           
MEMUTUSKAN : 

 
PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan 

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.  
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2. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan 

menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mardi 

Waluyo Kota Blitar. 

4. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab 

terhadap kinerja operasional RSUD Kota Blitar yang terdiri dari unsur Pemimpin, 

Pejabat Tehnis dan Pejabat Keuangan. 

5. Direktur adalah Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. 

6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas 

hasilnya, serta penyajian laporan. 

7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 

aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan 

dalam penyusunan dan penyajian laporan pengakuan sebagai dasar pengakuan, 

pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja 

dan pembiayaan serta laporan keuangan. 

9. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD atas pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

11. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu 

kejadian atau peristiwa dalam laporan keuangan yaitu terdapatnya kemungkinan 

bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut 

akan mengalir keluar dari atau masuk kedalam entitas pelaporan yang 

bersangkutan, dan kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya 

yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 

12. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur penyajian 

laporan keuangan BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. 

 

 

Pasal 3 

 

Tujuan disusun Peraturan Walikota ini adalah untuk mendapatkan manajemen 

keuangan yang tertib dan sehat sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pokok sesuai standar akuntansi yang berlaku umum yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan akuntabel. 

 

 

BAB III 

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 

Bagian Kesatu 

Akuntansi 

 

Pasal 4 

 

(1) BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar adalah entitas pelaporan karena 

merupakan satuan kerja pelayanan yang membuat pertanggungjawaban kepada 

entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya (Pemerintah Daerah) 

dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui 

anggaran; 

(2) Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan 

akuntansi, BLUD RSUD Mardi Waluyo adalah entitas akuntansi, yang laporan 

keuangannya dikonsolidasikan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. 
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Pasal 5 

 

(1) BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar menyelenggarakan akuntansi dan laporan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan 

oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk manajemen bisnis 

yang sehat. 

(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, 

aset, kewajiban dan ekuitas dana; 

(3) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis 

akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu disusun kebijakan akuntansi 

yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai jenis layanannya; 

(4) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan 

biaya; 

(5) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar ini memuat  

a. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan 

keuangan; 

b. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

(6) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

 

Bagian Kedua 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

 

Pasal 6 

 

(1) Laporan keuangan BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar terdiri dari : 

a. Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, 

belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan 

anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu 

periode; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah suatu laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 
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c. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan 

ekuitas dana pada tanggal tertentu; 

d. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD 

RSUD Mardi Waluyo selama satu periode; 

e. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas 

operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan / atau pembiayaan yang 

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas 

selama periode tertentu;  

f. Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.; 

dan 

g. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dalam laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan 

kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD Mardi 

Waluyo Kota Blitar; 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa 

eksternal pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 7 

 

(1) Setiap tribulan BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar menyusun dan 

menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling 

lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir; 

(2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar wajib 

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari  

laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, 

laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan 

atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk 

dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Blitar paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir. 

 

Pasal 8 

 

(1) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) 

diususun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 
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(2) Laporan keuangan BLUD perlu diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam 

laporan keuangan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya 

diintegrasikan/dikonsolidasikan ke  dalam lapooran keuangan pemerintah 

daerah; 

(3) Laporan yang dimaksud pada ayat (2) adalah laporan realisasi anggaran, neraca, 

laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan 

keuangan. 

(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari 

laporan keangan BLUD. 

 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN – LAIN 

 

Pasal 9 

 

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Blitar ini sepanjang mengenai 

tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut. 

 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Direktur RSD Mardi Waluyo 

Kota Blitar Nomor 445/2751/422.205/2009 tentang Kebijakan Akuntansi Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar 

dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Kebijakan akuntansi dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Pasal 11 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

 

Ditetapkan di : Blitar 

Pada tanggal 18 Desember 2019 :                        

2019              

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

 

ttd.. 

 

SANTOSO 

 

Diundangkan di Kota Blitar 

Pada tanggal 18 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR      

                         

                     ttd. 

 

         RUDY WIJONARKO 

 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 84 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, 

 
 

ttd. 

 
AHMAD TOBRONI, SH. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19670909 199803 1 008 

   
     
                        JUARI 
                Pembina Tingkat I 
       NIP.  19651204 198603 1 006 


